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PENDAHULUAN

Persoalan data pribadi merupakan isu yang hangat pada akhir-akhir ini terutama terkait dengan
ruu perlindungan data pribadi yang sedang dibahas di DPR perlindungan data pribadi mendesak
untuk dibuat payung hukumnya. Persoalan data pribadi berkembang seiring dengan
perkembangan teknologi informasi dan media komunikasi terutama di era revolusi industri 4.0

saat ini (menuju era 5.0). Hal ini akan menimbulkan dampak positif maupun negative.

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber,
merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk
sistem cyber-fisik, internet of things (10T), komputasi awan dan komputasi kognitif.
Tantangan era revolusi industry 4.0 adalah:

e keamanan

e permodalan

e privasi.

e Ketenagakerjaan

Diantara keempat hal tersebut di atas barangkali aspek yang paling menantang dari penerapan

teknik industry 4.0 adalah risiko keamanan teknologi informasi terhadap sistem industri. Karena

integrasi online ini akan memberi ruang untuk pelanggaran keamanan dan kebocoran data.

Penggunaan Teknologi Informasi

Berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, salah satunya dalam
bidang kesehatan seperti, electronic health (e-health). Pengelolaan data pribadi menggunakan
teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan.

Namun demikian perlu diketahui bahwa pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi
merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak

menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi..



Bagaimana dengan data kesehatan?

Saat pertama kali diumumkannya pasien positif covid-19 muncul pro dan kontra tentang

pembukaan data kesehatan pasien yang bersangkutan. Hal ini terkait pemahaman bahwa data

pribadi sebagai bagian dari data privasi. Dalam praktik ada perbedaan penafsiran antara right to

privacy dengan right to know. Dalam bidang kesehatan ada pertentangan hak atas rahasia medik

dengan hak atas informasi publik

Bagaimana ketentuan hukum data pribadi ?

ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sectoral. Belum

dapat memberikan/ menjamin perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi,,

maka urgent pengaturan perlindungan data pribadi

Latar Belakang Pengaturan Perlindungan Data Pribadi (BPHN, tanpa tahun)

Aspek filosofis

pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan
dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia

Aspek sosiologis

perumusan aturan tentang pdp, karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak
individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan,
pengelolaan, penyebarluasan data pribadi

Aspek yuridis

bersumber kepada Pasal 28G UUD’45

"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”

Perlindungan data pribadi

Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan



komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari

setiap penduduk atau warga negara Indonesia

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Hak privasi melalui perlindungan
data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi
pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual.

(hak untuk menentukan diri sendiri)

Pengertian data pribadi

Dalam pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam undang-undang administrasi
kependudukan telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi

Pasal 1 angka 22 UU No. 23/2006 sebagaimana tlh diubah dengan UU No 24/2013 tentang
Administrasi Kependudukan

disebutkan “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga

kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”

PP nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

definisi data pribadi menurut Pasal 1 angka 29 PP tersebut:
“data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat
diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung

maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.

Jenis data pribadi (menurut RUU PDP)

ada dua jenis data pribadi, yakni data yang bersifat umum dan spesifik,

e data umum bila melalui akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi.
misalnya, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang

harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang



e data yang spesifik adalah data yang bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan
kehidupan pemilik data pribadi, yaitu data dan informasi kesehatan, data biometrik, data
genetika, data pandangan spesifik, dan data keuangan pribadi. oleh karena itu, untuk

mendapatkan data itu perlu persetujuan dari pemiliknya

Payung Hukum PDP
Indonesia belum memiliki uu yang secara khusus mengatur ttg perlindungan data pribadi
Dasar hukum:

e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016

tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

transaksi elektronik;

e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana

telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas

undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

e Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan

transaksi elektronik.

Perlindungan Data Pribadi

Pasal 28 huruf G UUD’45 menyatakan:
“setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi”



Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Konstitusional
Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi, demikian

pula dalam bidang kesehatan

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 19/2016 tentang ITE, yang berbunyi:
“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap
informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE :
dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu
bagian dari hak pribadi (privacy rights). hak pribadi mengandung pengertian sebagai
berikut:
e hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala
macam gangguan.
e hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa
tindakan memata-matai.
e hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan

pribadi dan data seseorang.

Perlindungan Data Kesehatan

Dalam era keterbukaan informasi, semua hal seolah menjadi “layak” bahkan “harus”
diketahui oleh masyarakat (setiap orang), sehingga batas antara ruang pribadi dan ruang publik
menjadi sangat tipis. Menjadi persoalan jika data yang dimaksud adalah tentang kondisi

kesehatan seseorang (pasien). Informasi menyangkut data diri pasien adalah hal yang



berhubungan dengan rahasia pasien (rahasia medis/ rahasia kedokteran). Rahasia medis

merupakan hak pasien yang harus dihormati

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP)

“informasi publik” adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepen?ngan publik.

Pasal 2 UU KIP:

setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh se?ap pengguna informasi

publik;
(4) informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,
kepatutan, dan kepen?ngan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang
timmbul bila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan
dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Pasal 6 ayat (3) UU KIP,
informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) khususnya butir c dan d adalah: informasi yang berkaitan dengan ‘hak-hak pribadi’ dan

informasi yang berkaitan dengan ‘rahasia jabatan’;

Pasal 17 huruf h butir 2, UU KIP
“salah satu informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi: yaitu riwayat, kondisi dan

perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.”



jadi, dapat ditegaskan bahwa salah satu informasi publik yang dikecualikan’ untuk

dibeberkan adalah informasi tentang kondisi kesehatan seseorang.

Data Kesehatan Pada Rekam Medik (Sofwan Dahlan, 2003)

e medical record, adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien,
hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain
yang telah diberikan kepada pasien

e data kesehatan pasien dicatat dalam suatu berkas yang disebut rekam medis, yang
memiliki nilai kerahasiaan.
ketentuan tentang medical records dirumuskan dalam permenkes nomor 269 tahun 2008.

e data pasien pada rekam medis
rekam medis merangkum kontak pasien dengan sarana pelayanan kesehatan yang isinya
meliputi data pasien, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang diberikan,
korespondensi demi kesinambungan pelayanan (biasanya dalam bentuk kartu)

e medical records yang berisi data pasien merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban
dokter untuk membuatnya.

e data pasien yang dituangkan dalam medical records merupakan informasi yang
berisikan data yang mengandung kerahasiaan, sehingga provider wajib mengelola
data tersebut dengan sebaik-baiknya.

e rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dihormati

Ketentuan Hukum Tentang Rahasia Medis
1. UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. UU Nomor 44 th 2009 tentang Rumah Sakit
4. PERMENKES Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
5. PERMENKES Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
6. PERMENKES Nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokkteran.



Rahasia Medis
Pasal 1 butir 1 permenkes 36 th 2012
“rahasia kedokteran adalah, data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang
diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya”.
Rahasia medis merupakan hak pasien yang dijamin dalam perundang-undangan dan wajib

ditaati oleh semua pihak yang diwajibkan oleh undang-undang

Rahasia Medik Pada Kasus Covid-19

Hak atas rahasia medis merupakan suatu hak yang bersumber dari hak dasar individual,
yakni the rights to self determination. Dalam konteks hak dasar individual ini terdapat pula hak
atas informasi medis yang merupakan informasi yang bersifat privat. Dalam beberapa kasus yang
terjadi seringkali penyelenggara
pelayanan kesehatan dihadapkan pada pilihan antara memberikan informasi kesehatan, sebagai
warning agar masyarakat terhindar dari penularan penyakit atau harus menjaga rahasia medis
sebagai kewajiban menghormati privasi pasiennya. (Endang Wahyati Y, 2014)

Adapun informasi medis bersifat rahasia dan merupakan salah satu informasi yang
dikecualikan untuk dibeberkan menurut UU KIP, maka dapat disimpulkan bahwa data kesehatan
pasien bukan termasuk informasi yang dapat disampaikan kepada public. Karena hak atas

informasi kesehatan merupakan hak setiap orang yang dibatasi oleh hak atas rahasia kedokteran.

KAPAN RAHASIA MEDIK DAPAT DIBUKA?
Pasal 148 UUPK
(1) setiap dr/drg dim melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rhs ked.
(2) rhs ked dpt dibuka hanya utk kptgn kes pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak
hk, memenuhi permintaan psien sendiri atau berdasarkan ketentuan per uu.

(3) ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kedokteran diatur dalam permen



Pasal 5 Permenkes Nomor 36 tahun 2012
(1) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi
permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan
pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas

sesuai kebutuhan.

KESIMPULAN
o data kesehatan merupakan data pribadi yang bersifat privat,
o data kesehatan merupakan hak pasien yang bersumber dari ham yang wajib dihormati
o informasi data kesehatan yang bersifat umum, merupakan hak bagi setiap orang.
e Informasi data kesehatan yang bersifat privat terkait dengan rahasia medik pasien dapat

dibuka salah satunya atas perintah undang-undang & dilakukan sesuaikebutuhan.
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